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ABSTRAK 
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Nomor Pokok Mahasiswa : 193300416008 

Judul : AKIBAT HUKUM KETERLAMBATAN 

PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM 

PT NABATI AGRO SUBUR OLEH PT LESTARI 

GEMILANG INTISAWIT (Studi Kasus Perkara 

No.5/KPPU-M/2022). 

Jumlah Halaman : (ix) + (83), 2025 

Isi Abstrak :  

PT Lestari Gemilang Intisawit merupakan anak perusahaan dari PT Bumitama yang telah 

melakukan akuisisi terhadap PT Nabati Agro Sumur dan terlambat selama 1.361 hari untuk 

melakukan kewajiban notifikasi kepada KPPU karena tidak tahu aturan tersebut. Sejatinya, 

ignorantia excusatur non juris sed facti bahwa “ketidaktahuan akan fakta-fakta dapat dimaafkan 

tetapi tidak demikian halnya ketidaktahuan akan hukum”. Ini bisa saja menjadi celah bagi 

perusahaan-perusahaan lain untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat dan tidak taat 

terhadap aturan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang menjadi objek 

penelitian. Penulis menemukan bahwa terdapat kriteria tindakan akuisisi yang melanggar 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat, yaitu memenuhi batasan nilai aset dan/atau nilai penjualan, terjadi 

perubahan pengendalian, bukan transaksi antar pelaku usaha terafiliasi, transaksi antar pelaku 

usaha yang memiliki aset dan/atau penjualan di Indonesia. Sedangkan, Akibat hukum 

keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Gemilang 

Lestari Intisawit adalah denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan alasan 

PT Gemilang Lestari Intisawit telah kooperatif dan bersikap baik selama persidangan. Pada 

akhirnya, tindakan akuisisi yang terindikasi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah Penguasaan 

pasar, posisi dominan, monopoli, dan persekongkolan. Dalam hal ini, PT Lestari Gemilang 

Intisawit berpotensi melakukan tindakan posisi dominan, tapi perlu penyelidikan lebih lanjut 

karena di pengadilan terbukti belum pernah melakun tindakan persaingan usaha tidak sehat. 

Akibat hukum yang diterima oleh PT Gemilang Lestari Intisawit adalah denda sebesar Rp. 

1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), dengan alasan sikap yang baik dan kooperatif, serta 

tidak pernah melakukan tindakan persaingan usaha tidak sehat. Padahal, jumlah waktu 

keterlambatan dari PT Lestari Gemilang Intisawit seharusnya menjadi pemberat putusan 

tersebut. KPPU harusnya menggunakan common sense untuk mengambil putusan sambil 

mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku. Dengan begini, agar tidak terjadi lagi perusahaan 

yang tidak taat hukum dalam proses notifikasi, diperlukan sebuah sistem yang mempermudah 

perusahaan melakukan notifikasi dan selalu diawasi oleh KPPU. 
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Abstract Body :  

PT Lestari Gemilang Intisawit, a subsidiary of PT Bumitama, acquired PT Nabati Agro 

Sumur but failed to fulfill its notification obligation to the Indonesia Competition 

Commission (KPPU) for 1,361 days due to a lack of awareness of the regulation. In 

principle, ignorantia excusatur non juris sed facti states that “ignorance of facts may be 

excused, but ignorance of the law is not.” This situation could create a loophole for other 

companies to engage in unfair business competition and disregard regulations. This study 

employs a normative juridical method, utilizing a statutory approach, a conceptual 

approach, and a case study approach to analyze the issue. The findings indicate that an 

acquisition may violate Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic 

Practices and Unfair Business Competition if it meets certain criteria, such as exceeding the 

threshold for asset value and/or sales value, resulting in a change of control, not being a 

transaction between affiliated business entities, and involving business entities with assets 

and/or sales in Indonesia. As a legal consequence of the delayed notification of the share 

acquisition, PT Lestari Gemilang Intisawit was fined IDR 1,000,000,000 (One Billion 

Rupiah) due to its cooperative and compliant behavior during the trial. Ultimately, 

acquisition activities that potentially violate Law No. 5 of 1999 include market control, 

dominant position, monopoly, and collusion. In this case, PT Lestari Gemilang Intisawit 

had the potential to engage in a dominant position; however, further investigation is 

required as the court found no evidence of unfair business competition. Despite the 

significant delay in notification, the company received only a financial penalty due to its 

good conduct and cooperation. Ideally, the prolonged delay should have been considered an 

aggravating factor in the decision. KPPU should apply common sense in its rulings while 

adhering to applicable procedures and regulations. To prevent further non-compliance in 

the notification process, a system should be established to facilitate company notifications 

while ensuring continuous oversight by KPPU. 
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